BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : I TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUARA ENIM BESERTA PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

. bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran
2015, Laporan Nomor 36.G/LHP/XVIIL.PLG/05/2016 tanggal
27 Mei 2016 rekomendasinya agar menghentikan pembayaran
biaya pemungutan PBB Sektor P3 dan meninjau Peraturan
Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata
Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak dan Bangunan
(PBB) Kabupaten Muara Enim, maka Peraturan Bupati Muara
Enim Nomor 18 Tahun 2015 harus dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati
Muara Enim;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43355);
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10.
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14.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2015 tentang Rincian Angaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000
tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013
tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012
tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan
Minyak, Gas dan Panas Bumi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dalam Kabupaten
Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Muara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun
2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dalam
Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2014 Nomor 25);

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim
(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor
21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun
2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten
Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2014 Nomor 62);

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012
tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten
Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Muara
Enim Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata
Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 18).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG
PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN  BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN
MUARA ENIM BESERTA PERUBAHANNYA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Muara Enim Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan
dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah
Tahun 2015 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati Muara Enim mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 YJun4 2016
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Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 duny 2016
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 1%



